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PERATURAN TENTANG PENGUASAAN TANAH-TANAH NEGARA.

(P.P. No. 8 th. 1953, tgl. 24 Djanuari, diund. pada tgl. 27-1-1953 dl. LN.

No. 14/53).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Berkehendak ‘mengatur ‘kembali penguasaan tanah-tanah Negara sebagai
termaktub ‘dalam surat keputusan Gubernur Djenderal tertanggal 25 Djanuari

1911 Nr 33 (Staatsblad 1911 Nr 110);
: : _Meﬁgingﬁt o pas#l 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

‘Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-71 pada tanggal 13 Dja-
: nuari 1953; :

Memutuskan:

"Dengan menjampingkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam surat keputusan

- Gubernur Djenderal tertanggal 25 Djanuari 1911 Nr 33 (Staatsblad 1911 Nr 110),

sebagai jang telah diubah dan ditambah, jang terachir dengan surat keputusan-
nja tertanggal 22 Agustus 1940 Nr 30 (Staatsblad 1940 Nr 430), jang berten-
tangan dengan Peraturan Pemerintah ini, menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUASAAN
TANAH-TANAH NEGARA,

BAB L

Tentang pemakaian istilah-istilah.

P. 1. Didalam Peraturan ini jang dimaksud dengan :

a. tamah Negara, ialah tanah jang dikuasai penuh oleh Negara;

b. -djawatan, ialah organisasi sesuatu Kementerian jang berdiri sendiri, sebagai
jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nr 20 tahun 1952 (Lembaran-
Negara Nr 26);

c. daerah Swatantra, ialah daerah jang diberi hak untuk mengatur rumah
tangga sendiri, sebagai jang dimaksud dalam pasal 131 Undang-undang
Dasar Sementara Republik Indonesia,

BAB 1L

Tentang ketentuan-ketentuan Umum.

P. 2. Ketjuali djika penguasaan atas tanah Negara dengan Undang-undang
-atau peraturan lain pada waktu berlakunja Peraturan Pemerintah ini, telah

- diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Djawatan atau Daerah Swatantra,

maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Agraria 1),

~P.3 (1) Didalam hal penguasaan tersebut dalam pasal 2 ada pada Menteri

“Agraria 1), maka ia berhak :

1) Katakata: ,Menteri Dalam Negeri” di fadi ; e
U. No, 7/1958 (LN, 17:;;!)1 p'eﬁeri dirubah mendjadi: , Menteri Agraria” berdasar atas
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menjerahkan penguasaan itu- kepada sesuaty K i e
_ ! : , ‘Kem

: Daerah Swatantra un’fu.k-kepefluaﬂ-keperluan tersez::f tilal;’
b, mengawasl Ag3r sSUpaja tanah Negara tersehyt dalam suaba

sesuai dengan -peruntu_kannja dan bertindak ‘menurut k"

* dalam pasal 8. g
() Didalam hal penguasaan atas tanah Negara pada wakt s s ool

‘pja Peraturan Pemerintah ini telah diserahi R L ber
_pjawatan atau Daerah Swatantra sebagaj fors
Agraria, pun ,b’erhz_zk mengadakan pengawa
_jtu dan bertindak menurut ketentuan dalam

a. s ! ;
' Djawatan atau
™ pasal 4;

tentuan tersebut

san terhadap | Penggunaan tanah
pasal 8, o

| ke[;a :;: Penguasaan sebagai dimaksud dalam’ pasal 3 a?at 1 sub a diser.ahkan
‘1, sesuatu Kementerian atau Djawatan untuk melaks
. tentu dari Kementerian atau Djawatan itus

. 2. sesuatu Daerah Swatantra untuk menjelenggarakan ke
" satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan-
Menteri Agraria, '

: P 5., Kementeriar.l, Djawatan atay Daerah Swatantra berkewadjiban akan

© me penguas.aan atas tanah Negara kepada Menteri Agraria,
. didalam hal tanah atau sebagian dari tanah jtu tidak dipergunakan lagi untuk

" melaksanakan atau menjelenggarakan kepentingan sebagai dimaksud dalam

: : [5,9-3'41 4 atau maksud jang terkandung dalam penjerahan penguasaan tersebut
- dalam pasal 2.

anakan kepentingan ter-

pentingan déerahnja,
ketentuan jang diadakan oleh

: P. 6. Menteri Agraria, atas permintaan pihak jang bersangkutan, membe-
. baskan penguasaan atas tanah Negara atau sebagian dari itu atau merubah
. peruntukan tanah tersebut,

- P.7. Menteri Agraria dapat melimpahkan kekuasaan jang dimaksud dalam
- pasal 3 ajat 1 sub a dan pasal 6 kepada Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi.

‘P. 8. Setelah mendengar pihak jang bersangkutan, Menteri Agraria berhak
mentjabut penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 2
~ dan pasal 3 didalam hal :

. @, penjerahan penguasaan itu ternjata keliru atau tidak tepat lagi;

b, luas tanah jang diserahkan penguasaannja itu ternjata sangat melebihi ke-
' perluannja;

¢ tanah jtu tidak dipelihara atau tidak dipergunakan sebagai mestinja.

P. 9. (1) Kementerian, Djawatan dan Daerah Swatantra, sebelum dapat
menggunakan tanah-tanah Negara jang penguasaannja diserahkan kepadanja
- itu menurut peruntukannja, dapat memberi idzin kepada pihak lain untuk
memakai tanah-tanah itu dalam waktu jang pendek. . »

. () Peridzinan untuk memakai tersebut dalam ajat 1 dari pasal ini bersifat
- Sementara dan setiap waktu harus dapat ditjabut kembali. s

-3 Tentang peridzinan tersebut dalam ajat 2 diatas, Menteri Agraria

perlu diberitahu. e : ; it Shis
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tuan termaktub dalam pasal 3 ajat 2, dan pasal-pasal
tidak berlaku bagi tanah-tanah

undang. (L.N. 27/53).

P. 10. Ketentuan-keten : ala
°5, 6, 8 dan 9 dari Peraturan Pemerintah ini,
Negara jang penguasaannja diserahkan dengan Undang-

P. 11. (1) Tanah jang dibeli atau jang dibebaskan dari hak-hak ‘rak]at
oleh sesuatu Kementerian, Djawatan atau Daerah Swatantra untuk penjel-eng.-
garaan/pelaksanaan kepentinganja, mendjadi tanah Negara pada saat terdjadi-
nja pembelian/pembebasan tersebut, dengan pengertian, bahwa pengua'saan at'as
tanah itu, oleh Menteri Agraria® akan diserahkan kepada Kementerian, Dja-
watan atau Daerah Swatantra jang bersangkutan, setelah diterimanja pemberita-
an tentang pembelian/pembebasan dan peruntukan tanah tersebut. ;

(2) Menteri Agraria memberikan ketentuan-ketentuan umum tentang tjara
pembelian/pembebasan hak atas tanah jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini.

BAB IIL

Tentang ketentuan-ketentuan chusus mengenai Daerah Swatantra.

P. 12, Kepada Daerah Swatantra dapat diberikan penguasaan atas tanah
Negara, dengan tudjuan untuk kemudian diberikan kepada pihak lain dengan
sesuatu hak menurut ketentuan-ketentuan Menteri Agraria.

P. 13. Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnja pada achir triwulan pertama,
Daerah Swatantra jang bersangkutan menjampaikan laporan lengkap tentang
keadaan dan penggunaan lanah tersebut dalam pasal 12 kepada Menteri
Agraria. :

P. 14. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan (j.i.
tgl. 27 Djanuari 1953)

Agar supaja dsb.
PENDJELASAN (T.L.N. No. 362).

1. Menurut ,,domeinverklaring” jang antara lain dinjatakan didalam pasal 1 , Agrarisch
Besluit’, semua tanah jang bebas sama sekali dari pada hak-hak seseorang (baik jang bér-
dasar atas hukum adat asli Indonesia, maupun jang berdasar atec wkum Barat) dianggap
mendjadi ,,vrij landsdomein” jaitu tanah-tanah jang dimiliki dan diiuasai penuh oleh Negara,
Tanah-tanah demikian itulah jang didalam Peraturan Pemerintah ini disebut ,tanah-Negara”.

2. Mengenai ,tanah-tanah vrij landsdomein” itu sesungguhnja belum ada sesuatu peraturan
jang setjara chusus dan tegas mengatur hal penguasaannja. Satu-satunja peraturan jang me-
muat ketentuan-ketentuan perihal itu ialah Peraturan Pemerintah tentang penguasaan ,,benda-
benda jang tidak bergerak, gedung-gedung dan lain-lain bangunan mitk Negara”. termuat
dalam Staatsblad 1911 Nr 110, sebagai terachir diubah dengan Staaisblad 1940 Nr 430.

Didalam bab 111 Peraturan Pemerintah itu ditetapkan, bahwa benda-benda muiik Negara
jang tidak bergerak (djadi termasuk djuga tanah-tanah Negara) dianggap ada dibawah peng-
uasaan Departemen, jang menurut anggaran-belandja membiajai pemelibaraacnja. Pada hake-
katnja ketentuan itu adalah amat sempit, karena dengan demikian masihh belum djelas, bagai-
manakah halnja dengan penguasaan tanah-tanah Negara, jang tidak njata-njata dipelihara
oleh sesuatu Departemen.

3. Dalam pada itu tentang penguasaan tanah-tanah ,,vrij landsdomein™ itu ternjata, bahwa
Pemerintah Belanda dahulu berpegang pada pendirian, bahwa:

a. tanah jang mendjadi ,,vrij landsdomein” karena dibebaskan dari hak milik Indonesia oleb
sesuatu Departemen, dianggap ada dibawah penguasaan Departemen itu;
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PRN. ttg. PENGUASAAN TANAH* NEGARA.,

nah-tanab VTl landsdomein” jang penguasaannja tidak njata-njata diserahkan kepada
u Departemen, dianggap ada dibawah penguasaan Departemen B.B..

Dengad demikian maka njatalah, bahwa pada dasarnja tlap bidang tanah Negara itu sudah
(iangsaP masuk didalam lingkungan penguasaan sesuatu Departemen, sekalipun menurut
nja pada tanah jang bersangkutan tidak selalu terlihat tanda-tanda atau bekas-bekas

B ataan
- “;‘iksw““ sesuatu ,,beheersdaad”.,

g didalam praktek tidak selalu dapat disaksikan wudjudnja penguasaan tanah Negara

eman : :
olgll gesuatu instanst Pemerintah.

Peraturan tersebut dalam Staatsblad 1911 Nr 110 pun tidak memberi ketentuan tentang

gewadjiban masing-masing Departemen terhadap t?nah-tanah Negara jang dikuasainja, Hanja-

" jah sudah mendjadi pendapat umum pada waktu itu, bahwa penguasaan itu mengandung ke-
57 djiban-kcwadiib‘m bagi Departemen jang bersangkutan untuk mempergunakan tanah Negara
T menurut pemntukannja, sedang pada Departemen B.B, selain dari pada itu terletak pula
kewadiiba“ chusus untuk mendjaga djangan sampai hak-hak Negara atas ,,domein-nja” dilang-
gar oleh slapapui.

4, Walaupun sebagaimana d_ilerangkan diatas peraturannja tidak sempurna, namun selama
jpasa sebelum perang-dunia 1I maksud dan tudjuan jang terkandung dalam penjerahan pengu-
asasn tanah-tanah Negara ketangan Depaﬂemeq—Depattcmen dan Djawatan-djawatan dalam
pgaktcknia tidak menimbulkan keragu-raguan. Demikian tadi karena pada waktu itu memang
didjalankan tjara bekerdja menurut tata-tertib jang sudah sckian puluh tahun mendjadi ke-

biasaan.
5. Akan tetapi dimasa pendudukan Djepang keadaan dan suasana berubah sama sekali.
Untuk melantjarkan usaha-usaha peperangan, berbagai-bagai Djawatan dari Pemerintahan
dudukan Djepang diberi keleluasaan penuh untuk mengatur kepentingannja masing-masing.
Akibatnja ialah, bahwa dalam urusan tanah Djawatan-Djawatan itu berbuat sckehendak sem-
diri dengan mengabaikan peraturan-peraturan jang ada.

Banjaklah tanah-tanah Negara jang dengan begitu sadja dipergunakan untuk keperluan jang
menjimpang dari pada tudjuan jang telah ditentukan semula, atau jang dipindah-pindahkan
dari tangan Djawatan jang satu ketangan Djawatan lain, dengan tidak melalui atjara penjerah-
an dan penerimaan jang resmi. Banjak pula tanah-tanah Negara jang dibiarkan terlantar oleh
Djawatan jang tidak membutuhkannja lagi. Selain dari pada itu sering djuga terdjadi pem-
pelian-pembelian tanah dari penduduk jang tidak sadja tidak dilakukan menurut peraturan-
peraturan jang ada, melainkan kemudianpun tidak diketahui Djawatan manakah jang mengua-

sainja.

6. Tindakan-tindakan dari pelbagai Djawatan jang tidak menundjukkan garis-garis kebidjak-
sanaan jang sama antara sata dengan jang lain itu masih djuga diteruskan sesudah berachir-
pja pendudukan Djepang, sehingga menimbulkan simpang siur dalam wurusan penguasaan
tanah Negara umumnja, jong tidak dapat diatasi dengan berpedoman pada peraturan tersebut
dalam Staatsblad 1911 Nr 110 sadja. Satu-satunja djalan pntuk dapat mengatur kembali
masalah ini sebaik-baiknia ialah membentuk peraturan baru, jang memberi ketentuan-ketentuan
scbagal dasar guna mengatesi keadaan jang dihadapl sekarang.

7. Penjerahan penguasaan atas {anah-tanah Negara hingga kinl ada jang dilakukan dengan
Undang-undang, ada jang dengan Peraturan Pemerintah. Penjerahan jang diselenggarakan
dengan Undang-undang peruntukannja sudah tegas dan tidak perlu diragu-ragukan, akan tetapi
djustru penguasaan jang diserabkan dengan Peraturan Pemerintah itu kini keadaannja katjau
dan perlu diatur kembali.

Oleh karena dulu peraturan-peraturan jang dipakai sebagal dasar penjerahan penguasaan
itu diletakkan didalam Peraturan Pemerintah (Staatsblad 1911 Nr 110), maka peraturan-
peraturan baru jang chusus mengatur penguasaan tanah-tanah Negara berbentuk Peraturan i
Pemerintah djuga. ,

Didalam mempertimbangkan Peraturan Pemerintah itu jang mendjadi titik berat ialah me-
lenjapkan keragu-raguan perihal bhak-hak penguasaan atas berbagal tanah Negara, untuk me-
lantjarkan dan mendjamin pelaksanaan penguasaan tanah-tanah itu setjara jang benar-benar
mendatangkan faedah bagi Negara dan masjarakat, Dalam keadaan sekarang ini dirasa perlu
untuk pertama-tama meletakkan pengawasan atas tanah-tanah Negara itu didalam satu tangan,

p. 12
sesuat
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agar “selandjutnja tanah-tanah jang tidak tegas status penguasaannja dapat mudah diatur
kembali. Oleh karena Kementerian Dalam Negeri jang diserahi segala sesuatu mengenai
urusan tanah, lagi pula hingga sckarang dianggap mempunjai tugas sebagai penguasa-umum
dari pada tanah-tanah Negara, maka sudahlah selajaknja djika pengawasan atas penggunaan
tanah-tanah Negara itu diletakkan ditangan Menteri Dalam Negeri,

8. Didalam Peraturan Pemerintah ini dimuat djuga ketentuan-ketentuan chusus, jang mem-
beri kemungkinan pada daerah-daerah Swatantra untuk memperoleh penguasaan atas tanah-
tanah Negara guna keperluan perumahan rakjat, Pelaksanaan ketentuan-ketentuan itu diserah-
kan pula kepada Menteri Dalam Negeri. 1)

Pendjelasan Pasal Demi Pasal.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Staatsblad 1911 Nr 110 tidak ditjabut seluruhnja, karena
scbagaimana telah diterangkan diatas, ketentuan-ketentuan itu tidak hanja mengenai penguasa-
an tanah-tanah Negara sadja, melainkan djuga benda-benda tak bergerak lain-lainnja. Maka
berhubung dengan itu hanjalah apa jang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan
Pemerintah ini sadja jang dinjatakan tidak berlaku.

P. 1: Tidak memerlukan pendjelasan.
P. 2: Telah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum No. 7.

P. 3: Pengawasan Menteri Dalam Negeri bukan sekali-kali bersifat mentjampuri urusan
intern penjelenggaraan tehnis tugas sesuatu Kementerian, Djawatan atau Daerah Swatantra.

Pada azasnja Kementerian, Djawatan/Daerah Swatanira bebas didalam melaksanakan dan
menjelenggarakan penguasaan tanah-tanah Negara jang telah diserahkan kepada mereka itu,
demikian djuga untuk memberi peruntukan pada tanah-tanah itu hingga sesuai dengan tugas
mereka masing-masing. Pengawasan Menteri Dalam Negeri terutama bermaksud, mendjamin
ketertiban administrasi dan mendjaga) djangan sampai ada tanah-tanah Negara jang tidak di-
pergunakan sebagaimana mestinja (tinggal terlantar karena tidak atau belum dibutuhkan oleh
Kementen’an/Djawatan/Daerah Swatantra jang bersangkutan).

P. 4: Tidak memerlukan pendjelasan.

P. §: Oleh karena penguasaan tanah-tanah Negara diletakkan ditangan Menteri Dalam
Negeri (pasal 1), maka sudahlah selajaknja, bahwa tanah-tanah jang tidak diperlukan lagi atau
tidak dipergunakan lagi diserahkan kembali kepadanja. Dengan ketentuan ini, maka tidak
lagi diperkenankan sesuatu Kementerian atau Djawatan masing-masing mengadakan penjerahan
sendiri-sendiri,

Ketentuan didalam pasal 1 a dari peraturan tersebut dalam Staatsblad 1911 Nr 110 didalam
hal ini dikesampingkan.

P. 6: Dengan adanja ketentuan ini maka Menteri Dalam Negeri wadjib membebaskan
sesuatu Kementerian/Djawatan/Daerah Swatantra dari penguasaan atas sesuatu bidang tanah
Negara atau merubah peruntukan tanah itu, sewaktu-waktu hal itu diminta oleh penguasa jang
bersangkutan, satu dan lain sesuai dengan azas tersebut dalam pasal 3.

P. 7: Ketentuan ini untuk memungkinkan penjelesaian segala segala sesuatu dengan tjepat.
P. 8: Telah didjelaskan dalam pasal 3 dan 6.

P. 9: Ketentuan ini untuk mentjegah djangan sampal ada tanah Negara jang tidak diper-
gunakan, walaupun hanja untuk sementara waktu sadja. Tetapi kekuasaan jang diberikan
kepada penguasa untuk memberi idzin kepada fihak lain akan memakai tanah jang ada dalam
penguasaannja itu hanja boleh dipergunakan sewaktu penguasa itu belum dapat menggunakan
tanah itu menurut peruntukannja,

Didalam hal tanah tersebut memang tidak diperlukan lagi, maka berlakulah ketentuan ter-
sebut dalam pasal 8.

1) Dimana selandjutnja dalam pPendjelasan” ini ada disebut kata-kata: ..Dalam Negeri”,
kata-kata ini harus dibatja kini: , Agraria” (Bdng. p. 1 U. Nr. 7)1958 = LN. 17/58). "
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/———i . o
4 10: . Sebagaimana diterangkan didalam Pendjelasay Umum Nr 7 tanah-tanap Negara jang
£ o P. .‘amla diserahkan dengan Undang-undang, Peruntukan dan Penggunaannja sekarang
ek Wnﬂ:’; tegas dan tidak perlu diragu-ragukan,

ini su
- 11: Tidak memerlukan pendjelasan,
o p. 1l

dan 13: Ketentuan ini bermaksud memberi kem
! p. 12 berusaha memperbaiki perumahan rakjat.
| A ra untuk an sebelum perang dunia II beberapa Stadsgemeenten me
Gl Dalam zaanll]" jang bermaksud, selain menambah bemasukan keuangan
psahaan tan Toalling. DenIDIAtER penduduknja, Dacrah-daerah tersebut dib
 usahakatt I:: dengan harga rendah untuk kemudian didjual atau disewa
rintah P“s,dj.mdiiﬂ“' bahwa diatas tanah itu akan didirik
dengan penan kota jang bersangkutan. Atau daerah Swat
P°mbangu- untuk selandjutnja didjual atau disewakan,
’“mahmjab al tersebut diatas itu, jang pada umumnja kini belum diselenggarakan lagi, perlu
Usal.]a se,,agumuk itu sudah selajaknjalah, bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai in-
dﬂa:id]::::an. dari daerah-daerah Swatantra, diserahi pimpinannja.
stan

ungkinan bagi Daerah-daeran Swatan-

njelenggarakan nper-
daerah, djuga meng.
eri tanah oleh Peme-
kan kepada penduduk
an rumah, sesual dengan rentjana
antra itu sendiri jang membuat pe-
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